
PET{ ERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
b.dl

PEMTURAN DAEMH IGBUPATEN INDMGIRI HILIR
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TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN
TELEKOMUNIKASI DAISM WIISYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
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DENGAN MHYAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDMGIRI HILiR

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemancar/transrlisi
dag,'Telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengatrjrai-r,
pengawasan dan pengendalian.
bahwa setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan darl s3rrc1;,
informasi baik dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, turisan, caml:ar.
suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio dapat memlre:ikan
kontribusi Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan retribr:;, rzirr
pemancar/transmisi dan telekomunisi dalam Kabupaten Inclraqiri l. l it ir
dafam rangka penertiban ;
bghwa untuk maksud point a dan b. diatas perlu ditetapkan denqan
suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentanq pemberrtLrkan
Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lemb-aran Negara RI
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor
27Sil;
undang-undang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor L54, Tambahan Lembai-an
Negara Nomor 3BB1);
undang'undang Nomor 32 rahun 2a02 tentang penyiaran
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor ...;ir Tambahan Lembaran
Negara Nomor a252);
undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentuk,:n
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahurr 2o01
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara M Tahun 20a4 Nomor 125, Tambahan
Lernbaran Negara RI Nomor aa37);

2.

A

' t .

5.

6.



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbartgart
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemtlaran
Negara Nomor aa3Q;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Ci.or-,orri
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lemb'ar-an
Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200i tentang Re:trrl-.r.i: i
Daerah (Lembarap Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139).

' Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII-AN DAEMH KABUPATEN INDMGIRI HIUR

dan
BUPATI INDMGIRi HIUR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDMGIRI HILIR TENTANG
RETRIUBUSI IZIN, PEMANCAR/TMNSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM
KABUPATEN INDMGIRI HIIJR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hitir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir;
4. Deyvan Perwakilan Daerah selanjutnyanya disingkat DpRD ao'atah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten I i . rci i -agi i-r

Hi l i r ;
6. Kepala'  Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inctragir-r

Hi l i r ;  :
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kattrl 'rare:rr

Indragiri Hilir;
B. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman data atau

Pdnerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, Isyarat
Tulisan, Gambar, suara dan Bunyi merarui sldim Kawat, optik, :-adio
atau sistim Elektromagnetik lainnya.

10. Pemancarffransmisi adalah merelay/mengulang siaran yang datanq dari
studio dan diteruskan ke pemirsa;

11. Penetapan lokasi adalah penetapan lokasi pembangunan Menara/Torryer
dan sejenisnya dan penerimaan kelengkapan teknis Telekomurrikasi
yang digunakan oleh Badan, Perusahan dan Organisasi atau perorangari
untuk kelancaran komunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;

L2. Izin Pemancarfi-ransmisi dan Telekomunikasi adalah hak yang
diberikan kepada penyelenggara pemancar/transmisi oan
Telekomunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;

13, Penyelenggara adalah perserorangan, Koperasi, Badan Usaha lvtitik
Daerah, Badan usaha Milik Negara, Badan usaha swasta, Instansi
Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara,



BAB II
NAMA,SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Pemancarffransmisi dan Telekomunikasi Dalam Wilayah
Perairan Kabupaten Indragiri Hiliryang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Indragir i  Hi l i r ;

(2) Subjek retribusi adalah : Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapat
pelayanan perizianan dari Pemerintah Daerah.

(3) Objek retribusi adalah :

a. Setiap pembangunan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi didalam rrurlayah
Kabupaten Indragiri Hilir;

t l .  iz in atau Rekomendasi Pemerintah Kabupaten indragir i  Hi l i r  untuk Penlbarrcrrnarr
I\' lenaraffransmisi dan Telekomunikasi yang berdiri dalam wilayah KaIrri,,,:r',ri"r
indragir i  Hi l i r .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

i ic t r ihLrsi  Iz in Pemancarf l ransmisi  dan Telekomunikasi  dalam Wilayah Kabupaten I i rq i 'a, ] r . r
I ' l l l ir ci igolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DAI-AM PENETAPAN TARIF

r pasal 4

( i)  Frr insif  dan sasaran dalam penetapan tar i f f  reytr ibusi didasarkan pfada tujLra. rrrr i i rk
rnenutupi biaya penyelenggaraan pemberian perijinan;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10 metiputr
pengecekan dan pengukuran, pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan
dan poengendal ian;

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN RETRiBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Pemancarfl-ransmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya ditetapkan dan
dihitung berdasarkan ketinggian Antenafl-ower/BTS yang dibangun



BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

l i i :s,-rr.nya tarif i Retribusi Perizinan Pemancarfl-ransmisi dan Telekomunikasi adalah qni)acl;it

l icr ikut  :

l'lO
1.

I

i

I

JENiS PENERiMMN
TARIF RETRIBUSI UNTUK
MENARA/ANTENA BTS TELEPON

A. Pengukuran Ketinggian fl-ower/BTS
B. Pendirian Antena/tower/BTS
C. Retribusi Antenaffower/BTS per Tahun
D. Retribusi sewa antenna/tower untuk

p9 i 9l-ejtgg!*BTs.rql s
TARIF RETRIBUSI
U NTU K M ENARA/ANTENA/MDIO

A. Pengukuran ketinggian Antenafl-ower radio
siaran/radio panggi l  . , "

B. Pendirian Antennaffower radio panggil
C. Antenna/.Tower Per I Tahun x T xM

TARiF RETRIBUSI UNTUK
ANTENATIOWER RADIO KONSESI

MENAM

A. Pengkuran Ketinggian Antenaffower
B. Antenaflower
C' Tower per 1 Tahun x 10o/o dariTinggi/ M

TARIF RETRiBUSi UNTUK MENARA
ANTENATIOWER KOMUNIIGSI MDIO ANTAR
PENDUDUK (KRAP) DAN AMATIR (ORARI)

A. Pengukuran .Ketinggian ; Antenaflower
(Ve rti kal/Horizontal)

B. Pendirian Antenaf[ower
C. Antenaf[ower per 1 Tahun 10 o/o dari

TARIF RETRIBUSI IZIN PENETAPAN LOKASI
DAN TOWERPEMBANGUNAN MENARA

TARIF

50.000 / Meter
L,5o/o x RAB Antenaflower/B1s
12 x Rp 50.000 x'Tinggi/l ' l
10.000/Unit  x 12 x Tinggi

50.000/unit

!,So/ox RAB Antenaflower
7.500 x

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
12x

Rp 50.000/Unit
Rp 1,5 o/o RAB Antenaflower
12 x Rp 30.000/Unit

Rp 30.000/Unit
Rp 1,5olo MB/Antena
12 x Rp 3000/Unit

Rp 1000.000,-/ Unit

BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi terhutang
diberika n;

Pasal 7

Kabupaten indragiridipungut diwi layah Hil i r  d idaerah temoat iz in usaha



(1)

BAB VII
PENGATU RAN PEMBAYAMN RETRIBUSI

Pasal B

penyelenggara Tetkomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau
bangunan milik perseorangan untuk tujuan pernbangunan, pengoperasian., atau
pemeliharaan jaringan Telekomunikasi setelah terdapat persetujuan diantara para
pihak;

Kepada Perusahaan, Organisasi dan Perorangan yang membangun Pemancar/Transrnisi
dan Telekomunikasi.dan sejenisnya dalam Kabupaten Indragiri Hilir dikenakan retrii-,usi.

Pengelolaan dan penerimaan jasa Pembangunan Pemanqarf[ransmisi dan
Telekomunikasi dan sejenisnya dilakukan oleh Pemegang Kas pada Dinas Perhubtrrtqarr
Kabupaten Indragiri Hilir.

(2)

(3)

Pasal 9

(1) Penetapan lokasi pembangunan Menaraffower wajib memperoleh
Kabupaten Indragir i  Hi l i r .  " .  '

(2) Ketentuan tentang ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan Bupati

iz in dar i  Pemerintah

Indragir i  Hi l i i - .

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemrrngiutan retribusi tidak dapat diborongkan.

( l)  R.ctr ibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarlafrarr
clan SKRDKBT;

t

BAB IX
SANKSI ADMINISTMSI

Pasal 11

wajib retribusi yang tid;k melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah
diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB X
TATA CAM PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT. STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi
yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat
ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang ( BUPLN )Negara ;

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



BA8 XI
PENNDIKAN

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang PerpaJakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam iJncjana-
Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tincjak prclana

atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Melakukan tindakan peftama dan pemeriksaan ditempat kejadiqn;
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau suraU
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f .  Memanggi l  orang ahl i  yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa.rn

perkara;
g. Mendatangkan orang ahl i  yang diperlukan dalam hubungannya ctengan

pemeriksaan perkara; .. "
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penl,ii l ik

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tirr,Jak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebui ke{rac;a
penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i  lv lengadakan t indakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

BAB XII. 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(r) Barang siapa yang't idak melakanakan kewajibannya sehingga merugikan kernircj . ,n
Daerah diancam Pidana kurungan pal ing lama 3 (t iqa) 6utan atau denda pai ir . ,g
banyak Rp 5.000.000,-

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIiI
, KENTENTUAN PENUTUP

I Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis penalsanaanya akan
atur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang' dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini
dengan penempatanhya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 19 l'laret 2005

. BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal a, H."ot 2005

An. SEKRETARIS DAERAH
KABU HILIR

NSTRASI

NIP. 183

L},-liBARAii ])AERI.H l"AtsUPAT$i

Titilul{ 2OO5 I'{O1:"{OR 
-g 

SIRI

II'IDRACIRI HILIR

c. NoMoR eB



PENJELASAN
ATAS

PERATUMN DAERAH IGBUPATEN INDMGIRI HILIR
NOMOR. 08 TAHUN 2OO5

TENTANG
RETR]BUSI IZIN PEMANCAR TMNSMISI DAN TELEKOMUNIIGSI

DAI.AM WII.AYAH KABUPATEN INDMGIRI HIUR

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentanrr
Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor,'32 Tahurr 200.1,
daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapan Asli Daerah yang diperuntukar'
bagi pembagunan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasian mempunyai arti strategis dalam upaya
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintalrar,
me nduku ng terciptanya pemerataan.pembanguna n dan hasi | - hasilnya.

Dalam rangka memanfaatkan, pengembangan jasa sektor telekomunikasi dapar-
memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, untuk menunjang pembangunan dan
mendorong kegiatan perekonomian.

Berdasarkan uraigrt diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten
Indragir i  Hi l i r .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 Cukup jelas


